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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum atas Karya Cipta
Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh
Undang-Undang. Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi
berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia
fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi
sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi
menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah
berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang
untuk meng-copy dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk
digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai
kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggunakan
pendekatan komparatif yuridis. Pendekatan ini yang dilakukan secara langsung
kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya
serta mengkomparasikan teori-teori dengan fakta di lapangan. Kemudian seluruh data
dianalisis secara analisis kualitatif

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya perlindungan hukum
terhadap hak cipta fotografi di Kemenkumham DIY bersifat preventif yaitu dengan
melakukan sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada masyarakat khususnya
mahasiswa tentang pentingnya melindungi hak cipta, serta bersifat represif yaitu
dengan melakukan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kemenkumham DIY
terhadap terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Adapun faktor rendahnya pendaftaran
hak cipta fotografi, yang pertama adalah ketidaktahuan para fotografer mengenai
adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta, kedua, mereka
beranggapan bahwa untuk objek hak cipta yang dimohonkan akan dikenakan biaya
yang cukup mahal atas pemeliharaan karyanya, dan yang ketiga mereka beranggapan
bahwa tanpa harus mendaftarkan karya yang diciptakan, mereka masih bisa
menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi. Hal tersebut yang mempengaruhi
banyaknya para Fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya. Disamping itu, adanya
jalur non litigasi yang bisa menyelesaikan masalah menjadi salah satu faktor tidak
terlaksananya perlindungan hukum secara represif oleh kemenkumham.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki
2 (dua) istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian
berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang
kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik
tidak terlepas dari kekayaan. Pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang-
undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan

istilah Hak Milik Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektua (HKI) merupakan benda tidak berwujud
hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu
bentuk ciptaan atau penemuan tertentu.Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.Dari segi hukum, perlu
dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual
(HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektua (HKI).
Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif (hak

eksklusif) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga



pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk
menciptakan atau memproduks benda material bentuk jelmaannya wajib
memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.! Sebagai bentuk
penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-
hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang
memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai
salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para
pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan
karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI
adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.
Sebagal suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama
dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni
dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sgjalan dengan keanekaragaman etnik, suku
bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang
perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari
karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi Undang-Undang. Kekayaan itu
tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan

untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para

'Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 1.



penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat
meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya sgja, tetapi juga bangsa
dan Negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan
menjadi anggota dalam Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan
Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya
disebutTRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu,
Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and
Literary Works (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)
melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual
Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO),
selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 19977
yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah
diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-
Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan

Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, alenia pertama.



tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri.

Hak Ciptaterdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral
(moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi
atas ciptaan serta produk terkait.Hak moral adalah hak yang melekat pada diri
pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan
apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan®

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI menjadi
indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang
lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam
masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan
kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap
Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih

memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.*

®lbid., aleniakelima.
“Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka Mandiri, 2003,
him.28.



Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur
dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan

pengertian bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.’”

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap
karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet,
perwagjahan (lay out) karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat
peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan, lagu atau
musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi,
pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis,
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan),
arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket &
seni ikat), fotografi, sinematografi, & tidak termasuk desain industri (yang
dilindungi sebagai  kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasll
pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampa (misalnya
buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu
media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi

sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan adli.

*Undang-Undang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 2014.



Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan
pada Kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan
pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis
ketika ide itu ‘selesai’ diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang
berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu
merupakan anggapan bahwa s pendaftar ‘dianggap’ sebagai penciptanya hingga
dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta
atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun
demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain,
misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu
didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan
pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.®

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia
juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak
Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta sga tidak cukup
menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-
pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya
pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta

®y ayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek
Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002.



terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana
diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Dalam pasal ini memberikan
perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk
yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa
alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat
bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (natural phenomenon),
dengan menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk
konsep, teori, dan wacana.

K eberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium
pengabdian fenomena alam karenanilai reproduksi-refresentasinya yang dianggap
“revolus’” dengan kualitas kemiripan yang terpercaya.K ehadirannya memerlukan
waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya
seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang
teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estetisnya.’

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi
berkembang sgjalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini
dunia fotografi konvensiona (menggunakan film) seiring dengan kemajuan
teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi
sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar

melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin

"Soeprapto Soedjono, Pot-Pourri Fotografi, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, him. 8.



memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasiinya. File digital
tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk
dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum
berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang
dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang
ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak
Ciptafoto tersebut.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat
akan arti dan fungs Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh
keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup
terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor
yang memperol eh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi
di Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang
menyatakan bahwa ia adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya
fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak
oleh salah satu Media Cetak di Indonesia tanpa seizin dan tidak mencantumkan
nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena
merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan

gugatan atas pelanggaran yang terjadi.



Mengingat Daerah Istimewa Y ogyakarta merupakan kota Budaya,
dimana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan & juga dikenal
dengan masyarakatnya yang kreatif dan inovatif sehingga melahirkan seniman-
seniman yang berkarya demi menciptakan suatu ciptaan karya yang mereka buat
sendiri maupun berkelompok. Banyak sekali karya cipta yang dilahirkan oleh para
seniman tersebut. Diantaranya adalah Karya Cipta Fotografi yang paling banyak
digemari oleh kalangan anak-anak muda yang mempunyai hobi dalam mengambil
gambar melalui kamera dari angle-angle tertentu sehingga menghasilkan hasil
yang mereka inginkan. Berbicara mengenai Fotografi, Daerah Istimewa
Y ogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai banyak sekali Fotografer
yang cukup handal sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Y ogyakarta
merupakan salah satu kota yang berpotensi seni tinggi.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga banyak
masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya suatu pendaftaran atas suatu
karya yang kita ciptakan, untuk meminimalisir terjadinya suatu penggandaan atau
pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Kasus Hak Cipta, masih banyak sekali masyarakat yang
tidak mendaftarkan suatu ciptaan atau karyanya. Memang, dalam Undang-
Undang Hak Cipta menganut prinsip deklaratif bahwa hak ciptaitu timbul secara
otomatis tanpa harus melakukan pendaftaran. Sehingga dalam Hak Cipta disini

tidak ada yang namanya sertifikat atas suatu karya yang pernah didaftarkan,
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melainkan hanya bukti pendaftaran sgja atau suatu anggapan hukum bahwa si
pendaftar adalah sebagai penciptanya. Dari data yang didapat oleh penulis yang
telah melakukan penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Y ogyakarta, diperoleh bahwa per tahun 2015 jumlah pemohon
atas Hak Cipta hanya sebesar 184 pemohon sgja, dan Hak Cipta atas fotografi
berada pada presentase paling rendah dalam jumlah permohonan di

K emenkumham Daerah Istimewa Y ogyakarta tersebut.®

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis lebih mendalam mengenai: Perlindungan Hukum atas Karya Cipta
Fotografi olenh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa

Y ogyakarta.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang
diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya
fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah
Istimewa Y ogyakarta?

2. Mengapa Fotografer tidak mendaftarkan karya Ciptanya ke Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Y ogyakarta?

8 Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto, S.H. Bagian Pelayanan Hukum Umum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta, Senin 02 Mei 2016.



11

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya
fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah
Istimewa Y ogyakarta.

2. Untuk mengetahui mengapa fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya
ke Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia di Daerah Istimewa

Y ogyakarta

D. Manfaat Penelitian
Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebuit.
Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a  Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu
pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta
pada khususnya.
b. Sebaga landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik
untuk mengkaji mengenai HKI khususnya Hak Cipta fotografi.
2. Manfaat Praktis
i. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagal masukkan untuk

penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan Hak Cipta.
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ii. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan
diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah
yang diteliti.

iii.  Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang

wajib diterima oleh pencipta.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang
telah ada sebelumnya, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap
penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, diantaranya

yaitu:

Skripsi Alida Yani, mahasiswi ilmu hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya
Cipta Seni Lukis’.® Skripsi ini membahas mengenai ketidak sesuaian antara
putusan kasas Mahkamah Agung No0.596K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak
cipta seni lukis “Dua Ikan” pada merek makanan ikan dengan Undang-undang
No0.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan skripsi saya menjelaskan

mengenai Peraturan Hukum yang telah memberikan perlindungan hukum

Skripsi Alinda Yani, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis putusan
kasasi Mahkamah Agung No.569K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta seni lukis “Dua Ikan™ pada
merek makanan ikan)”’, Fakultas Syari’ah & Hukum, Universitas Negeri Syaris Hidayatullah, Jakarta,
2013.
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terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan berlakunya Undang-Undang

No0.28 Tahun 2014 atau pembaruan dari dari Undang-undang No.19 Tahun 2002.

Selanjutnya, skrips Linda Agustina, mahasiswi ilmu hukum
Universitas Hasanuddin Makassar , berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta
Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media

Internet” *°

. Skrips ini berlatarbelakang masalah mengena penerapan Undang-
Undang No0.19 Tahun 2002 terhadap perlindungan hukum Pencipta Lagu yang
diunggah di website penyedia jasa download gratis dalam media internet.
Sedangkan skripsi saya membahas mengenai penerapan Undang-Undang No.28
Tahun 2014 terhadap Karya Cipta Fotografi yang ada di Daerah Istimewa

Y ogyakarta.

Selanjutnya, skripsi Nur Wicaksono. Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”. ** Skripsi ini
menjelaskan bahwa daam penegakan hukum terhadap pelanggaran
mempublikasikan lagu tanpa izin ditempat umum di wilayah Y ogyakarta, aparat

penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Hak

OSkripsi Linda Agusting, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia
Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2014.

YSkripsi Nur Wicaksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di
Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Y ogyakarta, 2014.
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Cipta, yaitu dengan melalui jalur non litigasi dan jalur litigas jika pihak
pelanggar tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat melalui jalur non litigasi.
Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai perlindungan hukum atas

karya cipta fotografi, sehingga yang membedakan adalah dari objek penelitian.

Selgjutnya, skrips Dedy Dermawan. Mahasiswa fakultas hukum,
Universitas Hasanuddin, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan
Fotografi Dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang No.19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta’*. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana
perlindungan hukum terhadap watermark pada ciptasan fotografi. Sedangkan
skripsi saya menjelaskan mengenai perlindugan hukum terhadap Karya Cipta

Fotografi yang dipakal pihak lain tanpaizin penciptanya.

Selanjutnya, skripsi Endhar Frayoga. Mahasiswa Fakultas Hukum ,
Universitas Sumatera Utara, Medan, berjudul “Tindak Pidana Pembajakan
Perangkat Lunak (Software) Komputer dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya
Penanggulangannya’.*® Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana
pembajakan perangkat lunak dalam hukum Indonesia yang berlaku. Dalam skripsi
tersebut juga dijelaskan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana

pembajakan perangkat lunak komputer secara garis besar dibedakan menjadi dua

2Skripsi Dedy Dermawan Armadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi
dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No.19 Taun 2002 Tentang Hak
Cipta” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

BSkripsi Endhar Frayoga, “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software)
Komputer dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penanggulangannya” Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
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yaitu jalur pena (hukum pidana) dan jalur non pena (diluar hukum pidana).
Y ang membedakan dari skripsi yang saya tulis disini adalah jelas dari segi objek
penelitian, yang mana dari skripsi yang ditulis oleh Endhar Frayoga adalah
berobjek pada perangkat lunak komputer. Sedangkan skripsi yang sayatulis disini

adal ah berobjek pada karya cipta fotografi.

F. Kerangka Teoritik
1. Teori Hak Kekayaan Intelektual
Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR)
diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual dan
di Negara Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan lintellectual
Property Rights tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional
tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-
2004 menerjemahkan istilah intellectual Property Rights ini dengan Hak Atas
Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HAKI. Istilah Intellectua
Property Rightsini berasal dari keputusan sistem hukum Anglo Saxon.'*
Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah intellectual

property rights. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa

¥ Rachmadi Usman, S.H. Hukum Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan
Dimensi Hukumnyadi Indonesia, Bandung, P.T. Alumni, 2003, him. 1.
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Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: hak milik inelektual dan hak
kekayaan intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata
property. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga
diartikan sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas
dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan.
Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam
arti, hanya berbeda dalam kata. Pembentuk Undang-Undang menggunakan
istilah Hak Kekayaan Intelektua (HKI) sebagai istilah resmi dalam
perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang
menggunakan istilah hak milik inteletual, ada pula yang menggunakan istilah
Hak Kekayaan Itelektua (HKI)."
2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tempat
berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi, menjaga’® Sedangkan
pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau
adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.*” Menurut pendapat

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan

SAbdulakdir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayan Intelektual, (Bandung, PT.
Citra Aditya Bakti, 2001), him. 1.

°Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 526.

YPusat Pembinan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN
Balai Pustaka, 1976), him. 363.



17

pemerintah yang bersifat preventif dan represif.® Dengan kata lain
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep
di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian.
3. Teori Hak Cipta

Teori Hak Cipta adalah adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad
Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian
diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang itu
memberikan kesan penyempitan arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang
itu hanyalah hak dari pengarang sgja, padahal tidak demikian. Istilah hak
pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda

Auteurs Rechs.*®

¥phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bina
I1mu, 1987), him. 17.
“Rachmadi, Ibid, him. 85.
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G. Metode Penelitian
Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian
yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penulisan hasil penelitian
secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adal ah:
1. Jenis Penelitian
Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun
menggunakan jenis penelitian hukum field research. Penelitian ini selanjutnya
disebut sebagai penelitian hukum lapangan dan secara spesifik penelitian ini
dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Daerah Istimewa Y ogyakarta
2. Pendekatan
Dalam wupaya penyelenggaraan proses penelitian penulis
menggunakan jenis pendekatan Komparatif Yuridis yakni pendekatan yang
dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data
primer sebagai data utamanya serta mengkomparasikan teori-teori dengan
fakta di lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis mengkomparasikan antara
tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia
berdasarkan Undang-Undang dengan fakta di lapangan.
3. Unit Andlisis Penelitian
Dari pokok pembahasan dan permasalahan yang telah penulis
paparkan di atas maka penulis memilih kota Y ogyakata sebaga unit analisis

penelitian.



19

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berkut:

a

Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala
subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan
kebenaran data yang diperoleh dari wawancara®® Untuk itu penulis
melakukan observasi di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY .
Wawancara, adalah tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan
lisan), bertatap muka di antara ‘interviewer’ (pewawancara) dengan para
responden yang menjadi ‘interviwi’ yaitu dengan para Fotografer dan
Bagian Pelayanan Umum di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY .

Studi Pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau literatur HKI yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Sumber Data Pendlitian

d.

Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
subjek yang berupa wawancara dengan para Fotografer dan Bagian Umum

Kantor Wilayah Kemenkumham di DI'Y

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1989),

him. 263.
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b. Data sekunder, data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain,
yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen
yang sudah tersedia ®

6. Pengolahan dan Analisis Data
Data primer yang diperoleh melalui wawancara serta observas dan
data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dianalisa dengan metode
analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang sudah ada untuk mendapatkan
gambaran secara menyeluruh dan jelas tentang bagaimana perlindungan
hukum terhadap karya cipta Fotografi menurut Undang-Undang No.28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta.

H. Kerangka Penulisan
Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian

ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, beris mengena latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjuan umum mengenal

Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi, termasuk di dalamnya yaitu

“'Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, & Studi Kasus Hukum),
Fakultas Hukum 2008, him..13-14.
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pengertian, sejarah, dasar hukum, dan yang termasuk dalam Hak Kekayaan
Intelektual yang di dalamnyatermasuk Hak Cipta.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang Kementerian Hukum dan
Hak Asas Manusia Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta |,
meliputi profil (sgjarah), visi dan misi, struktur organisasi/kepegawaian dan lain
sebagainya.

Bab keempat, berisi tentang penyaji data dan pembahasan hasil
penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi
penelitian ini, yaitu tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh Direktorat
Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asas Manusa
terhadap Hak Cipta suatu karya fotografi yang gunakan orang lain tanpa izin
penciptanya.

Bab kelima, beris tentang kesimpulan yang merupakan inti dari
penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait

dengan proses penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai
perlindungan hukum terhadap hak cipta Fotografi di Daerah Istimewa

Y ogyakarta menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

terdapat beberapa point yang dapat dijadikan catatan :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Karya Cipta Fotografi
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadi DI'Y
adalah dengan melakukan upaya perlindungan hukum yang bersifat
preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan
oleh Kemenkumham DIY dengan melakukan upaya penyuluhan dan
sosialisasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa mengenai Undang-
Undang Hak Cipta dan pentingnya menghargai karya cipta orang lain.
Untuk Perlindungan secara represif dilakukan oleh Kemenkumham DIY
setelah adanya aduan/gugatan dengan melakukan upaya penyidikan oleh
badan penyidik khusus mereka yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS). Sayangnya untuk perlindungan secara represif ini belum pernah
dilakukan oleh Kemenkumham DIY dikarenakan kurang maksimanya
perlindungan hukum secara preventif sehingga masih banyak masyarakat

yang belum tahu mengenai Undang-Undang Hak Cipta.
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2. Untuk mempermudah melakukan perlindungan hukum secara represif,
tentunya harus sudah pernah dilakukannya pendaftaran terhadap Hak
Cipta. Tetapi kenyatannya di lapangan masih banyak masyarakat yang
enggan mendaftarkan karya cipta mereka ke Kemenkumham khususnya
para Fotografer. Menurut hasil penelitian penulis, ada beberapa alasan
mengapa para Fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya ke
Kemenkumham. Pertama, ketidaktahuan fotografer mengenai adanya
Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta khususnya Fotografi.
Kedua, menurut parafotografer yang mengetahui tentang Undang-Undang
Hak Cipta, untuk objek hak cipta yang dimohonkan akan dikenakan biaya
yang cukup mahal atas pemeliharaan karyanya. Ketiga, sebagian besar
dari para fotografer yang mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta,
mereka beranggapan bahwa tanpa harus mendaftarkan karya yang
diciptakan, mereka masih bisa menyelesaikan masalah apabila suatu saat
terjadi suatu sengketa pada karya yang mereka ciptakan melalui jalur non
litigasi.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap

Hak Cipta Fotografi di DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun praktek dari perlindungan hukum

yang dilakukan oleh Kemenkumham masih belum maksimal dan belum sesuai

jika dikaitkan dengan tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang
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Hak Cipta, yaitu untuk melindungi hak ekonomi dan hak terkait sebagai unsur

penting dalam pembangunan kreatifitas nasional dan industri ekonomi kreatif.

. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka

beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adal ah:

1. Perlunya sosialisass mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam
implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada
semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai
pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara
preventif maupun secara represif. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi
yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual,
khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat, bukan
hanya para mahasiswa sga melainkan para fotografer dan seluruh
masyarakat yang mempunyai kreatifitas dan berjiwa seni tinggi.

2. Perlunya penyuluhan hukum mengena pemahaman tentang prosedur
pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam
pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan
oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual dan khususnya untuk wilayah kota Y ogyakarta
yaitu pada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Daerah Istimewa Y ogyakarta.
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